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MOTTO 
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“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
(Q.S Muhammad: 7) 
 
"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
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(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
“Aku adalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik di antara 
kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian 
lihat perbuatanku salah, maka betulkanlah.” 
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ABSTRACT 
 This research was conducted in BMT Tumang Kartasura Branch, with the 
purpose is to know the implementation of Multijasa Ijarah contract in financing 
scheme. This test is performed by analyzing the conformity of multijasa Ijarah 
contracts with PSAK 107 on Ijarah Accounting (lease). 
 This research uses descriptive qualitative method with case study approach. 
A thorough description of the Multijasa Ijarah financing and compared with the 
theories in PSAK 107, in order to obtain the desired results. Primary data sources 
were conducted by direct interviews with BMT Tumang managers and financial 
managers, as well as secondary data from related literature. 
 The results of data analysis of Financing with multijasa Ijarah principle in 
BMT Tumang Kartasura Branch are in accordance with PSAK 107 applied to 
entities that perform ijarah transactions (leases) and transfers, and include 
arrangements for multijasa financing using ijarah contracts (leases). The 
accounting standards on ijarah refer to PSAK 107 concerning Ijarah Accounting 
concerning the recognition, measurement, presentation and disclosure of ijarah 
transactions and BMTs may act as owners of leasing objects or as tenants. 
 
Keywords: Financing and Multijasa Ijarah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di BMT Tumang Cabang Kartasura, dengan tujuan 
mengetahui penerapan akad Ijarah Multijasa dalam skema pembiayaan. Pengujian 
ini dilakukan dengan menganalisis kesesuaian akad Ijarah multijasa yang dilakukan 
dengan PSAK 107 atas Akuntansi Ijarah (sewa) . 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Menguraikan secara menyeluruh terhadap pembiayaan Ijarah Multijasa 
dan dibandingkan dengan teori-teori dalam PSAK 107, sehingga di dapat hasil yang 
diinginkan. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan 
manajer BMT Tumang dan Manajer keuangan, serta data sekunder dari literatur 
terkait.  
Hasil analisis data Pembiayaan dengan prinsip Ijarah multijasa di BMT 
Tumang Cabang Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107  diterapkan untuk entitas 
yang melakukan transaksi ijarah (sewa-menyewa) dan pemindahan, serta mencakup 
pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah (sewa-
menyewa). Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang 
Akuntansi Ijarah yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan transaksi ijarah dan BMT dapat bertindak sebagai pemilik objek 
sewa maupun sebagai penyewa. 
 
Kata Kunci : Pembiayaan dan Ijarah Multijasa 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada saat ini tumbuh 
dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di beberapa negara 
Islam. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sendiri menunjukkan 
perkembangan cukup pesat selama beberapa tahun belakangan ini. 
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, lembaga keuangan berupa 
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank 
yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. Maka dari itu, 
semua BMT di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) yang memiliki payung Hukum dan kegiatan operasionalnya legal 
asal semua kegiatan yang dilakukan memenuhi ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan surat keputusan dari Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/ IX/ 2004 
(Muttaqien, 2008: 61).  
BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan 
lembaga bait al-mal wa at-tamwil yakni lembaga usaha masyarakat yang 
mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas 
kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. BMT yang berperan sebagai 
koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, 
mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena 
 2 
itu, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dapat disebut sebagai lembaga swadaya 
ekonomi umat yang dibentuk, dari, oleh dan untuk masyarakat (Ridwan, 2013: 34). 
Dengan berkembangnya kebutuhan nasabah yang bervariasi baik kebutuhan 
akan barang maupun kebutuhan akan jasa, BMT juga menawarkan berbagai jenis 
produk pembiayaan yang bervariasi. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan 
nasabah akan manfaat barang dan manfaat jasa, BMT menawarkan jenis produk 
pembiayaan multijasa. Nasution (2009) menunjukkan bahwa Pembiayaan Multijasa 
adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad 
ijarah atau kafalah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan 
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dengan pembiayaan 
ini, BMT mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee yang dinyatakan dalam bentuk 
nominal bukan dalam bentuk prosentase. 
Ijarah Multijasa merupakan salah satu bentuk ijarah yang menjadi produk 
pembiayaan di BMT Tumang Cabang Kartasura. Ijarah Multijasa merupakan suatu 
pembiayaan yang di berikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada 
nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu  jasa. Ramadhan dan Isfandayani 
(2012). 
Sudah menjadi kewajiban bagi suatu perusahaan untuk melakukan 
pencatatan secara terstruktur atas transaksi yang terjadi. Tidak terkecuali oleh BMT 
dalam melakukan pencatan atas produk-produk yang dimiliki terutama pada 
pembiayaan multijasa. Sistem pencatatan secara terstruktur tersebut disebut sebagai 
akuntansi. Secara umum, urgensi akuntansi pada BMT adalah salah satu alat yang 
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diperlukan sebagai institusi keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai 
laporan kepada pihak terkait (Ramadhan dan Isfandayani, 2012). 
Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang 
Akuntansi Ijarah yang mulai berlaku secara efektif 1 Januari 2010. Cakupan di 
dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek ijarah, pendapatan 
ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang 
dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek 
sewa secara permanen.   
Akuntansi untuk pembiayaan ijarah yang berpedoman pada PSAK 107 
dijelaskan oleh Maisarah (2017). Maisarah menyimpulkan bahwa secara 
keseluruhan PSAK 107 diterapkan pada perlakuan akuntansi terhadap transaksi-
transaksi keuangan dalam pembiayaan dengan akad ijarah muntahiya bittamlik 
pada Baitul Qiradh Baiturrahman. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2013) 
dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan Multijasa didasarkan pada 
akad ijarah yang merujuk kepada perlakuan akuntansi Ijarah yaitu PSAK Syariah 
No. 107. Akad yang dipakai adalah akad Ijarah. Perlakuan akuntansi atas Dana 
Talangan Haji secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 107 (Akad Ijarah) 
meskipun terdapat beberapa hal yang menyimpang seperti untuk traksaksi 
pembayaran angsuran oleh nasabah tidak dilakukan pencatatan, tidak diakui 
sebagai pengurang pokok pinjaman dan Akun Pinjaman Qardh disajikan pada 
laporan posisi keuangan tidak pada jumlah yang sebenarnya. 
Berbeda dengan penelitian Azizah (2013) yang mengungkapkan tentang 
ketidaksesuaian penerapan PSAK 107 dalam pembiayaan ijarah pada PT BPR 
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Syariah Asri Madani Nusantara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan 
akuntansi mengacu pada ketentuan yang ditentukan oleh PNM. Pengakuan yang 
diakui pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara belum sesuai sepenuhmya sesuai 
dengan PSAK 107 dan PAPSI VI.2. Hal ini dikarenakan pada PT. BPRS Asri 
Madani banyak pos-pos yang belum diungkapkan dalam penjelasan neraca dan 
penjelasan laba rugi yang sesuai dengan penjelasan pengungkapan PSAK 107 dan 
PAPSI VI.2. 
BMT Tumang Cabang Kartasura sebagai salah satu lembaga keuangan 
syariah non bank yang memberikan penawaran pembiayaan Ijarah Multijasa. Hal 
ini merupakan bentuk pelayanan BMT untuk memenuhi permintaan nasabah dalam 
hal kebutuhan jasa. Menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang 
pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz), dan akad yang digunakan adalah 
ijarah dan kafalah. Pembiayaan ini di gunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan 
jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji, kepariwisataan, dan lain-lain. Dalam 
pembiayaan multijasa ini, BMT memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee yang 
harus di sepakati di awal akad dan di nyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam 
presentase (Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 
Nasionak MUI(Jakarta:Erlangga,2014), hlm.253). 
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang masalah yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah, dengan judul 
“Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 di Lembaga 
Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Kartasura)”. 
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1.2. Batasan Masalah 
Agar masalah dapat dikaji secara terarah, efisien, dan efektif maka 
penelitian ini perlu dibatasi yaitu: 
1. Penelitian ini menganalisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 
107. 
2. Obyek penelitian ini dilakukan di BMT Tumang Cabang Kartasura. 
3. Informan penelitian ini melibatkan Manager, bagian keuangan, bagian 
pemasaran. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di 
peroleh yaitu: 
1. Bagaimana penerapan akad Ijarah Multijasa dalam skema pembiayaan di 
BMT Tumang Cabang Kartasura? 
2. Apakah pembiayaan dengan prinsip Ijarah multijasa di BMT Tumang 
Cabang Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107? 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Mengetahui penerapan akad Ijarah Multijasa  dalam skema pembiayaan di 
BMT Tumang Cabang Kartasura. 
2. Mengetahui penerapan PSAK 107 pada pembiayaan dengan prinsip Ijarah 
Multijasa di BMT Tumang Cabang Boyolali. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta 
pendalaman dalam hal penerapan ijarah multijasa dalam pembiayaan serta 
perlakuan akuntansinya, sehingga dapat menjadi referensi bagi 
pengembangan lembaga keuangan Syariah untuk masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi praktisi perbankan penelitian ini diharapkan mampu mengetahui 
pencatatan akuntansi yang digunakan pada pembiayaaan ijarah multijasa 
yang seimbang antara lembaga keuangan syariah dan nasabah sesuai dengan 
prinsip syariah dan pada akhirnya ketentuan-ketentuan syariat dalam 
perjanjian (akad) pembiayaan bisnis dapat ditegakkan. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini agar lebih sistematis, maka diperlukan sistematika penulisan. 
Penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan dipaparkan. Berikut ini pemaparan 
dari masing-masing bab. 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi kajian teori, penelitian 
terdahulu yang relevan dan  kerangka pemikiran. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang metode penelitian berisi desain penelitian, subjek 
penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data dan teknik analisis data. 
BAB VI: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan dan hasil penelitian 
serta pembahasannya. 
BAB V: PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk 
pihak perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang berkepentingan dengan 
penelitian ini. 
 BAB II 
KAJIAN TEORI 
2.1. Kajian mengenai Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 
1.1.1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 
BMT singkatan dari Baitul Maal wat-Tamwil, yakni lembaga keuangan 
mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah), digunakan untuk 
menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat 
derajat, martabat dan membela kepentingan (Azis, 2008: 23). 
Secara etimologis, istilah “Baitul Maal” berarti ‘rumah uang’, sedangkan 
“baiut tamwil” mengandung pengertian “rumah pembiayaan” (Yunus, 2009: 5). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan 
suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. 
Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan 
sedekah. Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial 
(Huda, 2013: 363). 
BMT merupakan lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah 
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun 
deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam 
dunia perbankan (Ilmi, 2002: 63). Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk 
bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan de facto harus memiliki 2 unit usaha 
sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah. Bila salah satunya 
tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut BMT tetapi baitul maal saja atau 
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baitut tamwil saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang 
bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Ilmi, 2002: 67). 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BMT 
merupakan salah satu lembaga keuangan syariah sekaligus menjadi pendukung 
kegiatan ekonomi masyarakat golongan menengah ke bawah yang mempunyai 
tujuan meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat dan 
mempunyai sifat usaha yaitu usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan 
swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek ekonomi-
agama, BMT dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama 
dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. 
1.1.2. Sifat, Peran, dan Fungsi BMT 
BMT memiliki sifat terbuka, berorientasi pada pengembangan tabungan dan 
pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan 
kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin 
(Muhtasib, 2008: 168). 
Peran BMT dalam masyarakat terdiri atas: 
1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah. 
3. Penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin. 
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, 
ahsanu ‘amala dan salaam (Muhtasib, 2008: 168). 
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Fungsi dari adanya BMT di masyarakat yaitu: 
1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi 
lebih professional, salaam dan amanah. 
2. Mengembangkan kesempatan kerja. 
3. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk 
anggota. 
4. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan 
sosial masyarakat banyak. 
5. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki 
masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal didalam dan diluar 
organisasi untuk kepentingan rakyat banyak (Muhtasib, 2008: 168) 
2.2. Kajian tentang Ijarah dan Ijarah Multijasa 
1.2.1. Pengertian Ijarah 
Menurut Osmand (2012: 121), Al ijarah secara etimologi memiliki arti 
sewa, upah, jasa, atau imbalan. Menurut Antonio (2001: 117), Al-Ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri. 
Menurut Syafe’i (2006:122), Ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni 
mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-
menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. 
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1.2.2. Jenis-jenis Ijarah 
Menurut Ascarya (2011:99), akad ijarah dilihat dari sisi obyeknya dibagi 
menjadi dua, yaitu:  
1. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa’ah), hal ini berhubungan dengan 
sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset 
atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa .  
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-‘Amal), hal ini berhubungan 
dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah 
sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut 
musta’jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah.   
Adapun menurut PSAK 107, ijarah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: 
1. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, 
dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah), tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. 
2. Ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) merupakan ijarah dengan akad (janji) 
dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat 
tertentu (PSAK 107). Apabila terjadi perpindahan kepemilikan maka akan 
dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya secara: 
a. hibah; 
b. penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan 
sewa atau harga yang disepakati; 
c. penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai 
referensi yang disepakati dalam akad; atau 
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d. penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam 
akad. 
e. Jual dan sewa kembali (sale and lease back) atau transaksi jual dan ijarah. 
Jenis ijarah seperti ini terjadi dimana seseorang menjual aset nya kepada 
pihak lain dan menjual kembali aset tersebut. Transaksi jual dan sewa kembali harus 
merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta’alluq) sehingga 
harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjualan mengakui keuntungan 
atau kerugian pada priode terjadinya penjualan laba rugi. 
1.2.3. Pengertian Ijarah Multijasa 
Ramadhan dan Isfandayani (2012) menyatakan bahwa menurut Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS), pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan 
LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa. 
Definisi pembiayaan multijasa juga dijelaskan dalam kodifakasi produk 
perbankan syariah, adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat 
dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad 
ijarah atau kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 
nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi 
hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. 
1.2.4. Dasar Hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa 
Al ijarah sebagai pembiayaan telah berlandaskan pada dalil-dalil syari, baik 
itu al-Quran atau As-sunnah yang menjadi dasar atas sahnya akad tersebut, dan juga 
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menandakan bahwa akad tersebut telah disyari’atkan dan disahkan secara agama 
maupun negara. Adapun dalil-dalil tersebut antara lain: 
1. Al Qur’an 
 
Artinya: 
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan” (QS. Al Baqarah: 233) 
 
 
Artinya: 
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Al-Zukhruf : 32) 
 
2. Al Hadist 
Hadist Nabi riwayat Abd ar- Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri, 
Nabi S.A.W. bersabda: 
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Artinya: 
Dari Abdullah ibnu Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah 
upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering (HR Ibnu Majah) 
 
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004: 
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 
sebagaimana dikutip Karim (2004: 139), dasar hukum pembiayaan ijarah multijasa 
yaitu: 
a. Pembiayaan Mutijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan 
akad Ijarah atau akad Kafalah. 
b. Perjanjian untuk melakukan akad Ijarah Multijasa harus disepakati 
ketika akad Ijarah ditandatangani. 
c. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. 
 
1.2.5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Ijarah Multijasa  
1. Rukun Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa 
Sebagai sebuah transaksi umum, Ijarah baru dianggap sah apabila telah 
memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam 
transaksi lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa atau Ijarah 
hanya ijab dan qabul (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap 
sewa menyewa). Pada umumnya rukun  Ijarah Multijasa sama dengan  Ijarah pada 
umumnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-
MUI/VII/2004. Menurut Syafi’i (2001: 125), rukun sewa menyewa ada empat, 
yaitu: 
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a. Aqid (orang yang berakad) 
Menurut ulama hanafiyah, Aqid (orang yang melakukan akaq) 
disyaratkan harus berakal dan mumayyis (minimal 7 tahun) serta tidak 
disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan milik nya 
sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, di pandang sah apabila telah 
mendapatkan ridha dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyyah 
tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah 
syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, 
tetapi bergantung pada keridhaan walinya. 
Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang 
melakukan akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan 
anak yang mumayyiz belum dikategorikan ahli akad. Di dalam istilah 
hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "Mu'jir", 
sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "Musta'jir". Kedua 
belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap 
bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk 
membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (baligh). 
b. Shighat akad 
Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “Al-Aqdu” yang 
berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut 
istilah, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan 
qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at 
yang berpengaruh pada obyek perikatan. Sewa menyewa itu terjadi dan 
sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam 
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bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan 
antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa akad 
tersebut berisi. 
c. Ijab dan Qabul 
Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam 
sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan 
menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah 
kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk 
menerangkan persetujuannya. 
d. Ujrah 
Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut 
disebut dengan "ujrah". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan 
mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara 
keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat 
terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada 
waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti 
pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau 
mengakhirkan imbalan. 
e. Manfaat objek Ijarah 
Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh 
menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang 
yang dilarang sebab termasuk barang yang batal. Barang-barang yang 
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dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara, seperti 
menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan. 
1.2.6. Syarat Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa 
Menurut Hasan (2003: 231), syarat pembiayaan Ijarah Multijasa akan sah 
apabila syarat dalam ijarah pada umunya telah tercukupi. Adapun syarat-syarat sah 
ijarah adalah: 
1. Bagi (mu’jir dan musta’jir) 
Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal 
(menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian apabila pihak yang 
berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan 
hartanya atau diri mereka sebagai buruh maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan 
pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang 
melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah masih 
kecil boleh melakukan akad sewa menyewa dengan ketentuan telah mendapat 
persetujuan walinya. 
2. Harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak 
Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian 
sewa menyewa, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan 
maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam 
surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi : 
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Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
 
3. Upah atau Imbalan 
Dalam akad sewa menyewa upah atau imbalan harus jelas, tertentu dan 
sesuatu yang bernilai harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 
perselisihan dikemudian hari. Dalam Fiqh Sunah disebutkan bahwa imbalan itu 
harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan 
menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya. karena ia merupakan 
pembayaran harga manfaat. 
4. Objek Ijarah 
a. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga 
(ada serah terima). 
b. Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang 
disepakati. 
c. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal 
d. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan 
keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati. 
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari 
karena ketidakjelasan dari obyek sewa. Yang dimaksud barang tersebut dapat 
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diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud dapat dipindahkan. Maka 
tidak sah penyewaan binatang yang lari (terlepas), karena tidak dapat diserahkan. 
Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang 
lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini. 
1.2.7. Batal dan Berakhirnya Akad Ijarah 
Menurut Pasaribu, dkk (2007: 57), hal-hal yang menjadi penyebab 
pembatalan dan berakhirnya akad Ijarah adalah sebagai berikut: 
1. Terjadi aib pada obyek sewaan 
Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa 
menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang 
mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya 
karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang 
tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan 
pembatalan. 
2. Rusaknya objek Ijarah 
Rusaknya obyek yang disewakan. Apabila barang yang menjadi obyek 
perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali, misalnya 
terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa. 
3. Berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa 
Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau 
masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang 
disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir. jika masa sewa 
menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap 
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berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi 
pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak 
penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 
4. Adanya uzur 
Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu 
penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut 
datangnya dari salah satu pihak. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk 
berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau 
bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat 
membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya. 
1.2.8. Karakteristik Akad Ijarah Multijasa 
Operesionalisasi pada pembiayaan multijasa tidak rumit dibandingkan 
pembiayaan yang lain. Karena dalam pembiayaan multijasa ini yang produk 
dijualkan pada nasabah adalah produk jasa dari BMT Tumang Cabang Kartasura. 
Operasional pada pembiayaan multijasa antara produk pendidikan, kesehatan dan 
jasa soial lainnya memiliki operasionalisasi yang sama tidak ada perbedaan dalam 
operasionalisasinya. 
1.2.9. Penerapan Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa 
Menurut Rianto (2012: 257), penerapan pembiayaan akad Ijarah Multijasa 
terdiri atas: 
1. Musta’jir mengajukan permohonan sewa guna usaha barang kepada muajjir. 
2. Muajjir menyediakan barang yang ingin disewa oleh musta’jir. 
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3. Dilaksanakan akad penyewaan, yang berisi spesifikasi barang yang disewa, 
jangka waktu, biaya sewa, dan berbagai persyaratan 
4. Musta’jir membayar secara rutin biaya sewa sesuai kesepakatan yang telah 
ditandatangani kepada muajjir sampai masa kontrak berakhir. Selama 
proses penyewaan, biaya pemeliharaan ditanggung oleh muajjir. 
2.3. Kajian PSAK 107 tentang Ijarah 
Dengan makin beragamnya praktik transaksi bisnis syariah, menjadikan 
Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) terus melakukan respon dengan 
merumuskan standar akuntansi syariah dari setiap transaksi bisnis syariah 
berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laopran keuangan syariah 
(KDPPLKS). 
Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang 
Akuntansi Ijarah yang mulai berlaku secara efektif 1 Januari 2010. PSAK 107 
menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Cakupan di dalam PSAK 107 
meliputi: pengakuan dan pengukuran objek ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, 
piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, 
perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara 
permanen. Bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun 
sebagai penyewa. 
Standar PSAK 107 menurut Yaya, Martawireja dan Abdurahim (2014:85), 
memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan 
pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa 
maupun penyewa. 
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PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah 
(sewa-menyewa), serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa 
yang menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa), namun tidak mencakup 
pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan 
akad ijarah.  
Dalam PSAK ini dijelaskan: 
“Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas 
manfaatnya disewakan.” 
 
“Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu 
tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi 
(operating lease)” 
 
“Ijarah Muntahiya bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan 
kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu.” 
 
“Nilai Wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset 
antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai 
dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction).” 
 
“Objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak 
berwujud.” 
 
“Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial 
seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.” 
 
“Umur Manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan 
digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh 
dari aset.” 
 
“Wa'ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan 
sesuatu.” 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PSAK No. 107 
merupakan penerapan ilmu fiqh akuntansi syariah atas suatu akad ijarah pada 
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umumnya. Selanjutnya dalam PSAK No. 107 disebutkan beberapa karakteristik 
atas ijarah, yaitu: 
1. Ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan 
manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad 
untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa 
(musta'jir) pada saat tertentu. 
2. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada 
penyewa, dalam ijarah muntahiya bittamlik, dilakukan jika seluruh 
pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan 
objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad 
terpisah secara: 
a. Hibah; 
b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan 
sewa atau harga yang disepakati; 
c. Penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai 
referensi yang disepakati dalam akad; 
d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam 
akad; 
3. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah 
untuk menghindari risiko kerugian. 
4. Jumlah, ukuran, dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum 
dalam akad. 
5. Akuntansi Pemilik (Mu'jir) 
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a. Pengakuan dan Pengukuran 
1) Pada saat perolehan persediaan ijarah 
Sebelum melakukan sewa kepada penyewa, terlebih dahulu pihak 
BMT melakukan perolehan atau pembelian persediaan ijarah. 
Persediaan ijarah diakui sebesar biaya perolehan pada saat 
perolehan.  
2) Pada saat dilakukan penyusutan asset ijarah 
Berdasarkan PSAK 107, asset ijarah harus dilakukan penyusutan 
atau amortisasi dengan menggunakan metode penyusutan atau 
amortisasi sesuai dengan PSAK terkait dan masa manfaat sesuai 
dengan kebijakan akuntansi syariah.  
3) Pada saat perbaikan/pemeliharaan asset ijarah 
Berdasarkan PSAK 107, beban perbaikan asset ijarah merupakan 
tanggung jawab dari pemilik asset ijarah. Namun, bisa juga 
dilakukan oleh penyewa atas persetujuan dari pemilik objek sewa. 
4) Pada saat penerimaan pendapatan sewa 
Berdasarkan PSAK 107, pendapatan sewa selama masa akad diakui 
pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa. 
Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan pada akhir periode laporan. Terdapat 3 (tiga) 
klasifikasi yaitu: 
a) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo, 
  
25 
b) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh 
tempo,  
c) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat 
jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo,  
Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas 
aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa 
diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode 
pelaporan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari 
pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan 
cara: 
a) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban; 
b) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa 
atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan 
jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian; 
c) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga 
jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan 
atau kerugian; atau 
d) Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: 
- Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek 
ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau 
kerugian; sedangkan 
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- Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai 
aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan 
penggunaan aset tersebut. 
b. Penyajian dan Pengungkapan 
Penyajian rekening-rekening yang terkait dengan transaksi ijarah 
meliputi: 
1) Objek sewa yang dibeli entitas syariah untuk disewakan kembali 
disajikan pada neraca pada pos asset yang diperoleh untuk ijarah. 
2) Akumulasi penyusutan asset ijarah disajikan pada neraca sebagai pos 
lawan (contra account) dari asset yang diperoleh untuk ijarah. 
3) Pendapatan ijarah disajikan pada laporan laba rugi secara neto 
setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban 
penyusutan, beban perbaikan dan sebagainya. 
4) Tunggakan pendapatan sewa disajikan pada neraca pada pos piutang 
pendapatan ijarah. 
5) Beban perbaikan asset ijarah yang menjadi tanggungan pemilik asset 
ijarah disajikan pada laporan laba rugi pada pos beban perbaikan 
asset ijarah. 
Pengungkapan yang berkaitan dengan transaksi ijarah yang harus 
dibuat oleh pemilik asset ijarah, tetapi tidak terbatas pada penjelasan 
umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: 
1) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 
digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan) 
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2) Pembatasan-pembatasan, misalkan ijarah lanjut 
3) Agunan yang digunakan (jika ada) 
4) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok 
asset ijarah. 
5) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada). 
6. Jual-dan-Ijarah 
Transaksi jual-dan-ijarah merupakan transaksi yang terpisah dan tidak 
saling bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. 
Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada entitas lain dan kemudian 
menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada 
periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan 
akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi ini tidak 
dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. 
7. Ijarah-Lanjut 
Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang 
sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan 
akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Perlakuan akuntansi 
penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan 
pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas 
(sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut. 
2.4. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2013) dalam penelitiannya yang 
berjudul ”Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji Pada PT. 
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Bank Syariah Mandiri Painan” juga menunjukkan bahwa pembiayaan Multijasa 
didasarkan pada akad ijarah yang merujuk kepada perlakuan akuntansi Ijarah yaitu 
PSAK Syariah No. 107. Perlakuan akuntansi atas Dana Talangan Haji Pada PT. 
Bank Syariah Mandiri Painan secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 107 
(Akad Ijarah) meskipun terdapat beberapa hal yang menyimpang seperti untuk 
traksaksi pembayaran angsuran oleh nasabah tidak dilakukan pencatatan, tidak 
diakui sebagai pengurang pokok pinjaman dan Akun Pinjaman Qardh disajikan 
pada laporan posisi keuangan tidak pada jumlah yang sebenarnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) dalam penelitiannya yang 
berjudul ”Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Bermasalah Pada PT. 
Bank syariah “X” Di Indonesia”, menyimpulkan bahwa pencatatan akuntansi 
pembiayaan ijarah bermasalah untuk pembiayaan yang mundur dari penjadwalan 
yang telah disepakati, akan di catat sebagai piutang pendapatan ijarah. Pencatatan 
akuntansi ijarah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah “X”telah sesuai dengan 
PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. 
Penelitian Azizah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisis 
Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT BPR Syariah 
Asri Madani Nusantara”, menyimpulkan bahwa pencatatan akuntansinya mengacu 
pada ketentuan yang ditentukan oleh PNM. Pengakuan yang diakui pada PT. BPRS 
Asri Madani Nusantara belum sesuai sepenuhmya sesuai dengan PSAK 107 dan 
PAPSI VI.2. Hal ini dikarenakan pada PT. BPRS Asri Madani banyak pos-pos yang 
belum diungkapkan dalam penjelasan neraca dan penjelasan laba rugi yang sesuai 
dengan penjelasan pengungkapan PSAK 107 dan PAPSI VI.2. Selain itu, terdapat 
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beberapa pengakuan bahwa transaksi multijasa pada PT. BPRS Asri Madani 
menggunakan prinsip murabahah, sehingga peneliti menganalisis dengan 
menggunakan PSAK 107 dan PAPS serta tambahan PSAK 102. Dimana pada 
pengakuan dan pencatatan yang dilakukan hampir semua berbeda. 
Penelitian yang dilakukan oleh Maisarah (2017), dalam penelitiannya yang 
berjudul ”Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan Ijarah Pada Baitul Qiradh 
Baiturrahman Di Kota Banda Aceh”, menyimpulkan bahwa: 1) Aset yang menjadi 
aset ijarah, dalam produk morgate menjadi langsung menjadi milik nasabah secara 
legal serta biaya perawatan terkait aset yang di-ijarah-kan sepenuhya ditanggung 
oleh nasabah. 2) Perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi keuangan dalam 
pembiayaan dengan akad ijarah muntahiya bittamlik pada Baitul Qiradh 
Baiturrahman secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAK 107. 3) Pada dasarnya 
perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam praktek di lapangan adalah hal yang wajar 
terjadi, melihat perkembangan akuntansi syariah yang sampai pada saat ini masih 
dalam tahap perkembangan dan masih terus mengalami pembaruan-pembaruan. 
2.5. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teori dan sering 
ditemukan dalam bentuk anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu hal yang 
diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas (Arikunto, 2006: 
68). Dalam hal ini yang dimaksud bahwa setiap peneliti harus mempunyai 
anggapan dasar yang dipakai sebagai dasar sementara bagi aktivitas peneliti secara 
ilmiah. 
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Berdasarkan kajian teori sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam 
penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka 
pemikiran yaitu Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Di 
Lembaga Keuangan Syariah. Adapun  lembaga keuangan yang menjadi tempat 
penelitian adalah BMT Tumang Cabang Kartasura. 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
              
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Desain penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu 
dengan mendeskripsikan penerapan akuntansi dalam akad ijarah di BMT Tumang 
dan dianalisis kesesuainya dengan ketentuan ijarah dan PSAK No. 107. Tekhnik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi 
pustaka. 
Dengan digunakan metode deskriptif kualitatif ini maka data yang 
didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga 
tujuan penelitian dapat dicapai. Desain penelitian kualitatif ini dibagi dalam empat 
tahap, yaitu:  
1. Perencanaan 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut: 
Analisis akad Ijarah yang ada di BMT Tumang serta menganalisis laporan 
keuangan yang mencakup terjadi efektif atau efisien lalu mengukur pada 
saat pengakuan, pegungkapan, penyajian, dan pengukuran dalam transaksi 
ijarah di BMT Tumang 
2. Pelaksanaan  
Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus 
sebagai human instrument mencari informasi data, yaitu wawancara 
mendalam pada bagian akuntansi dan manager di BMT Tumang.   
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3.  Analisis Data  
  Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara 
mendalam terhadap bagian akuntansi dan manager di BMT Tumang. 
4. Evaluasi  
  Semua data mengenai ketentuan akad Ijarah dan laporan keuangan 
perencaan yang digunakan bagian evaluasi dan pelaporan di BMT Tumang 
yang telah dianalisis kemudian disesuaikan dengan PSAK No. 107 dan DSN 
MUI. 
3.2. Subjek Penelitian 
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian 
akuntansi pada BMT Tumang di kartasura dengan tujuan untuk mengetahui 
pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pencatatan transaksi ijarah yang telah 
diterapkan di BMT Tumang. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah 
manajer, bagian keuangan dan nasabah di BMT Tumang. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data   
Menurut Sugiyono (2010:308), teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 
ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Adapun penjelasan masing-masing metode tersebut sebagaimana 
uraian berikut ini. 
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1. Wawancara 
Penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan melaksanakan sistem 
memberikan sejumlah pertanyaan kepada subjek penelitian untuk memperoleh 
informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode wawancara dalam 
penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai analisis 
pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di BMT Tumang Cabang 
Kartasura. 
2. Obsevasi 
Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku yang relevan dan kondisi 
lingkungan yang tersedia di lapangan penelitian. Metode observasi yaitu salah satu 
metode pengumpulan data di mana peneliti melihat, mengamati secara visual 
sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Basrowi dan 
Suwandi, 2008: 94). 
3. Dokumentasi 
Metode dokumen dalam penelitian ini adalah peraturan, kebijakan, dan foto, 
untuk lebih mendukung hasil penelitian observasi dan wawancara. Dokumen atau  
arsip yang  digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan foto-foto 
yang mendukung observasi mengenai analisis pembiayaan Ijarah Multijasa 
berdasarkan PSAK 107 di BMT Tumang Cabang Kartasura. 
3.4. Teknik Validitas Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan 
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cara mengorganisasikan data ke sintetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana 
yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009: 244). 
Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang 
sudah umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model 
interaktif. Langkah-langkah analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, display data dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan kegiatan yang digunakan untuk 
memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan 
melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh masih berupa data mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan 
analisis agar data menjadi teratur. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, 
penyerdehanaan dan abstraki dari daya mentah. Di penelitian ini mereduksi 
data berasal dari data-data wawancara, observasi dan dokumentasi yang 
telah dikumpulkan. 
3. Sajian Data 
Sajian data merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang 
memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. 
Sajian data dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja 
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kegiatan dan table. Semuanya dirakit secara teratur guna mempermudah 
pemahaman informasi. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir 
pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi yang berupa 
pengulangan dengan melihat dan mengecek kembali data mentah agar 
kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. 
Keempat komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam 
proses analisis data satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana 
komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, sehingga 
dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengambil salah satu 
komponen saja.  
Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang 
tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut: 
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Gambar 3.1 
Komponen dalam analisis data (interactive model) 
 
 
    
 
  
 
 
(Sumber: Sugiyono, 2009) 
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 BAB IV 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran BMT Tumang 
4.1.1. Sejarah Singkat  
BMT Tumang dirintis dengan semangat awal untuk mengentaskan 
masyarakat Tumang dari jeratan rentenir, dimana kondisi masyarakat Tumang yang 
sebagian besar mempunyai usaha di sektor industri kerajinan logam & 
perdagangan, dengan kemampuan modal yang terbatas dan secara umum 
belum bankable, maka rentenir yang menjadi alternatif terakhir dalam usaha 
memenuhi kebutuhan modal usaha. 
4.1.2. Tujuan 
Didirikannya BMT Tumang bertujuan untuk mengangkat status sosial 
ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang diridhoi Allah SWT dan berperan 
serta menggerakkan perekonomian umat, yang dibangun dengan asas manfaat, 
amanah dan adil dengan prinsip saling percaya, saling membantu dan mengacu 
pada kaidah syariah. 
4.1.3. Sifat 
BMT Tumang bersifat usaha bisnis yang berjalan sesuai dengan Al-quran 
dan Al-hadist, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara 
profesionel. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota 
terutama dengan penggolongan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf, dll) 
seiring dengan penguatan kelembagaan BMT Tumang. BMT Tumang juga 
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berorientasi pada bisnis (bisnis oriented) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT 
dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tinggi 
4.1.4. Visi dan Misi  
a. Visi BMT Tumang  
Dalam rangka melanjutkan keberlangsungan operasi BMT serta 
untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi BMT di masa 
depan maka di rumuskanlah Visi dan Misi BMT. Sebagai gambaran cita-
cita, serta harapan yang diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun 
kedepan.  
Visi BMT adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, 
modern dan sejahtera. Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk 
membangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syariah, dalam 
rangka mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik, tangguh, 
modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT. 
b. Misi  
1) Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan Bersama 
2) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan 
mikrosyariah  
3) Mewujudkan kehidupan umat yang Islami 
4.1.5. Keunggulan BMT Tumang  
Sisitem dan kinerja BMT Tumang berpegang pada prinsip dasar yang 
berladaskan syariah. BMT menjauhkan dari system riba, maysir, gharar: yang 
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melanggar prinsi fiqh alghunumu bil ghumi (keuntungan muncul bersama resiko) 
atau al kaharaj bi dhaman (hasil muncul bersama beban) yaitu dengan bagi hasil. 
Dengan menitipkan dana di BMT Tumang dana aman bermanfaat dan insyallah 
barokah pelayanan maksimal siap mengambil dan mengantar. 
4.1.6. Struktur Organisasi BMT Tumang 
Struktur organisasi BMT Tumang menunjukan adanya garis wewenang dan 
tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini 
sangat penting untuk memperjelas tugas pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan 
masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT memiliki 
karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi BMT Tumang 
 
 
 40 
4.2.Produk dan jasa BMT Tumang 
Dasar-dasar pengelolaan BMT dengan sistem syariah tidak menggunakan 
bunga sebab bunga adalah riba Dalam pembiayaan, fungsi dan layanan BMT tidak 
berbeda dengan bank syariah. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha 
yang datang kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecilnya dana 
dalam permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapannya dari 
pihak BMT. 
Jenis-jenis layanan melalui produk BMT pun tidak berbeda dari jenis 
layanan bank syriah, yaitu:  
a. Sistem Jual-Beli  
1) Murabahah Transaksi Penjulan barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai 
(bai’naqdan) atau tangguh (ba’i mu’ajjal/bai’bitsaman ajil)  
2) Ba’i As-Salam Transaksi atau akad jual beli dimana barang yang 
diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli 
melakukan pembayaran di muka sedamgkan penyerahan barang 
baru dilakukan dikemudian hari.  
3) Jual Beli Istisna’ Transaksi atau akad jual beli dalam bentuk 
pemesanan pembutan barang tertentu dengan kriteria dan 
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. 
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4) Ijaroh Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan 
jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 
b. Sistem Bagi Hasil  
1) Musyarakah Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak 
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan 
dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan 
porsi kontribusi dana.  
2) Mudharabah Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan 
pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas 
dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, 
sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik 
dana kecuali disebabkan oleh misconct, negligence, atau violation 
oleh pengelola dana.  
c. Sistem Jasa  
1) Qardh  
Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan 
menggunakan skema pinjam meminjam. Akad qarddh merupakan 
akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa 
adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. 
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2) Al-Wakalah 
Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain 
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya tidak semua hal 
dapat diwakilkan contohnya, shoalat, puasa, bersuci, dll. 
3) Al-Hiwalah 
Secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna 
kulit atau memikul sesuatu diatas pundak. Objek yang dialihkan 
dapat berupa utang atau piutang. Jika yang dialihkan utang maka 
akad hawalah pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang 
kepada pihak lain yang wajib menanggung utangnya, dan 
sebaliknya.  
4) Rahn  
Sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan 
penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 
yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali 
kepada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.  
5) Kafalah  
Perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung 
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 
pihak yang ditanggung. 
4.3. Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di BMT 
Tumang Cabang Kartasura 
1. Rukun dan Syarat Ijarah di BMT Tumang. 
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a. Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 
berkontrak. 
b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 
penyewa atau pengguna jasa. 
c. Objek akad ijarah, yaitu 
1) Manfaat barang. 
2) Manfaat jasa/upah. 
2. Ketentuan Objek Ijarah 
a. Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dilaksanakan dalam 
kontrak. 
b. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
c. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syari’ah. 
d. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. 
e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya, Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 
3. Kewajiban BMT Tumang sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 
b. Memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. 
4. Kewajiban anggota sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 
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a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak). 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan. 
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena kesalahan dari 
penggunaan yang dibolehkan oleh BMT Tumang, juga bukan karena 
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, anggota tidak 
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut 
4.4. Penerapan akuntansi Akad Ijarah di BMT Tumang Dengan PSAK 107 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
a. Pengakuan Biaya 
Pengakuan biaya perolehan di BMT Tumang diakui pada saat 
memperoleh objek ijarah baik asset berwujud maupun tidak berwujud, 
diakui sebesar biaya perolehan. 
b. Penyusutan dan Amortisasi 
Penyusutan asset objek ijarah di BMT Tumang jika asset ijarah 
disusutkan/di amortisasi maka penyusutan/amortisasinya 
diperlakukan sama dan dihitung berdasarkan informasi harga peroleha 
untuk asset sejenis selama umur manfatnya (umur ekonomisnya). 
c. Pendapatan dan piutang sewa 
Pendapatan sewa di BMT Tumang diakui pada saat manfaat atas 
aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. 
Sedankan piutang pendapatan sewa jika manfaat telah diserahkan tapi 
BMT Tumang belum menerima uang, maka akan diakaui sebagai 
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piutan pendapatan sewa, dan diukur sebesar nilai yan dapat 
direalisasikan. 
d. Pengakuan Biaya Perbaikan 
1) Pengakuan biaya perbaikan rutin di BMT Tumang dilakukan oleh 
penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban 
pemilik pada saat terjadinya transaksi. 
2) Jika pengakuan biaya perbaikan tidak rutin di BMT Tumang atas 
objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat 
terjadinya transaksi. 
2. Penyajian  
Penyajian pendapatan ijarah pada BMT Tumang disajikan secara 
neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, 
beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.,  
3. Pengungkapan  
BMT Tumang mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait 
transaksi ijarah tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang 
signifikan, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi 
untuk setiap kelompok ijarah. 
4.5. Pembahasan Hasil Analis data 
1. Penerapan Akuntansi Ijarah pada BMT Tumang di Boyolali dengan PSAK NO. 
107 
a. Pengakuan dan Pengukuran 
1) pengakuan biaya 
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Ketentuan biaya di PSAK 107 yaitu biaya perolehan objek 
ijarah diakaui pada saat objek ijarah diperoleh, sebesar biaya 
perolehan.Untuk biaya perolehan di BMT Tumang diakui pada saat 
memperoleh objek sebesar biaya perolehan.Untuk biaya perolehan di 
BMT Tumang sudah sesui dengan PSAK 107. 
2) Penyusutan dan Amortisasi 
Penyusutan asset ijarah di PSAK 107 disusutkan jika berupa 
asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan 
penyusutan untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur 
ekonomis).Penyusutan objek ijarah di BMT Tumang dilakukan selama 
umur manfaatnya, sudah sesuai dengan PSAK 107. 
3) Pendapatan 
Ketentuan saat pendapatan sewa dalam PSAK 107 adalah 
Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset 
telah diserahkan kepada penyewa. Pendapatan dana pada BMT Tumang 
diakui pada saat diserahkannya manfaat aset kepada penyewa. Untuk 
pengakuan pendapatan sewa untuk pemilik aset di BMT Tumang sudah 
sesui dengan PSAK 107. 
4) Pengukuran Piutang Pendapatan 
Pengukuran piutang di dalam PSAK 107 adalah piutang 
pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada 
akhir periode pelaporan. Pengukuran piutang pendapatan sewa di BMT 
Tumang diukur sesui dengan nilai yang sebenarnya diakhir periode 
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pelaporan. Untuk pengukuran piutang pendapatan di BMT Tumang 
sudah sesui dengan PSAK 107. 
5) Pengakuan Biaya Perbaikan 
Ketentuan biaya perbaikan yang dijelaskan di PSAK 107 adalah 
sebagai berikut: Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakaui pada 
saat terjadinya, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah 
dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan pada 
pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengakuan biaya 
perbaikan objek ijarah di BMT Tumang sudah sesuai PSAK 107 karena 
diakui pada saat akad sewa, sedangkan untuk perbaikan rutin tetap 
ditanggung oleh penyewa. 
6) Perpindahan kepemilikan 
Perpindahan kepemilikan di PSAK 107 dijelaskan bahwa 
perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa 
dilakukan dengan cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa 
akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap. Untuk 
perpindahan kepemilikan di BMT Tumang belum sesuai dengan PSAK 
107 karena praktik belum ada praktik Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
b. Penyajian  
Ketentuan penyajian pendapatan ijarah dalam PSAK 107 yaitu 
pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang 
terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, 
dan sebagainya. Penyajian pendapatan ijarah disajikan setelah dikurangi 
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beban yang terkait dan disajikan secara neto, penyajian pendapatan di 
BMT Tumang sudah sesuai dengan PSAK 107. 
c. Pengungkapan  
Ketentuan pengungkapan dalam PSAK 107, pemilik 
mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah 
muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: 
1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak 
terbatas pada: 
a) Keberadaan wa’d pengaliha kepemilikan dan mekanisme yang 
digunakan. 
b) Pembatasan pembatasan, misalnya ijarah-lanjut. 
2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap 
kelompokijarah. 
BMT Tumang mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi ijarah, 
di ungkapkan dalam akad (Perjanjian). BMT Tumang sudah sesuai dengan PSAK 
107 antara lain: isi kesepakatan ijarah, seperti biaya perolehan, penyusutan atau 
amortisasi, pendapatan dan beban. 
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 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Pembiayaan dengan prinsip Ijarah multijasa di BMT Tumang Cabang 
Kartasura telah sesuai dengan PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan 
transaksi ijarah (sewa-menyewa) dan pemindahan, serta mencakup pengaturan 
untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa). 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan 
dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diproleh di lapangan dan 
semua sudah tersistem. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan perusahan dan 
pertimbangan rahasia perusahaan. 
5.3 Saran-Saran 
1. Karena BMT Tumang sudah menerapkan standar akuntansi keuangan 
syariah yang berlaku yaitu PSAK No. 107 penulis menyarankan agar BMT 
Tumang dapat secara konsisten melakukan penerapan tersebut guna 
membentuk system lembaga keuangan syariah yang benar-benar murni 
berbasis syariah 
2. Bagi nasabah yang menjadi nasabah pembiayaan multijasa khususnya, bagi 
nasabah yang melakukan pembiayaan pendidikan/kesehatan hendaknya 
diharuskan melampirkan bukti/kwitansi atas pembayaran biaya-biaya 
tersebut secara berkala, hal ini untuk meminimalisir nasabah dalam 
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menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya di luar 
akad 
3. Karena belum adanya transaksi pemindahan pemilik seharusnya pihak BMT 
Tumang menambah akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik agar 
nasabah dapat melakukan pemindahan kepelikan pada saat menggunakan 
pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut. 
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Lampiran 1 
 
Pedoman Wawancara 
 
Teknik Pengumpulan data : Wawancara 
Kegiatan : Mencari informasi mengenai akad Ijarah 
Multijasa di  BMT tumang cabang Kartasura. 
Lokasi : RukoGoro Assalam Kartasura 
Sumber Data : Primer 
Peneliti : Farid Muchlasin 
Informan : Sigit Setyawan, Spd. (Manajer BMT Tumang) 
 
Pertanyaan: 
1. Apakah akad sewa menyewa di BMT tumang di gunakan pada 
pembiayaan produktif dan konsumtif? 
2. Apa saja objek sewa yang di tawarkan dalam akad Ijarah Multijasa? 
3. Apa saja prosedur dan syarat pengajuan pembiayaan ijarah? 
4. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS sebagai pihak yang 
menyewakan? 
5. Apakah pernah terjadi sengketa dalam pembiayaan ijarah? 
6. Apakah pernah terjadi anggota yang menunggak? jika ada bagaimana 
penyelesaiannya? 
7. Jika terjadi telat masa pembayaran oleh anggota bagaimana kebijakan 
tentang waktu? Bagaimana jatuh tempo pada hari libur? 
8. Bagaimana jika nasabah meninggal, Apakah kewajiban pelunasan 
dialihkan ke ahli waris atau pihak lain sebagai penjamin?  
9. Siapakah yang bertanggung jawab atas biaya perbaikan objek ijarah? 
10. Apakah ada jaminan tertentu untuk menghindari resiko? 
11. Bagaimana penentuan ujrah/ upah dalam pembiayaan multijasa tersebut? 
12. Bagaimana perhitungan ujrah dalam pembiayaan ijarah multijasa? 
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Lampiran 2 
Field Note 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Hari & Tanggal : Senin, 9 Oktober  2017 
Waktu : 09.00 – Selesai 
Kegiatan  : Mencari informasi mengenai pembiayaan 
Ijarah Multijasa di BMT Tumang Cabang 
Kartasura 
Lokasi : Ruko Goro Assalam Kartasura 
Sumber Data : Primer 
Peneliti : Farid Muchlasin 
Informan : Sigit setyawan, Spd (Manajer BMT Tumang) 
 
Deskripsi Wawancara 1: 
Peneliti : Apakah akad sewa menyewa di BMT Tumang digunakan 
pada pembiayaan produktif dan konsumtif? 
Informan : Iya, Pembiayaan produktif dipakai untuk kebutuhan 
produksi seperti peningkatan usaha. Kebutuhan konbsumtif 
dipakai untuk memenuhi kebutuhan tambahan seperti 
bangunan, kendaraan, dan pendidikan. 
Peneliti : Apa saja objek sewa yang ditawarkan dalam akad Ijarah 
Multijasa? 
Informan : Ada banyak objek yang ditawarkan , contohnya biaya sewa 
rumah, tampat usaha dan biaya pernikahan. 
Peneliti : Apa saja prosedur dan syarat pengajuan pembiayaan Ijarah? 
Informan : Syarat-syaratnya, FC KTP, FC Kartu Keluarga, Rekening 
listrik/telfon/PAM, FC rekening tabungan, slip gaji 3 bulan 
terakhir, FC BPKB dan STNK, FC setifikat/PBB/akta jual 
beli dan mengisi for,ulir pengajuan pembiayaan Ijarah 
Multijasa tersebut. 
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Peneliti : Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS sebagai 
pihak yang menyewakan? 
Informan : Menyediakan barang dan jasa, menanggung biaya 
pemeliharaan, menjamin jika terdapat cacat pada barang 
yang disewakan. 
Peneliti : Apakah pernah terjadi sengketa dalam pembiayaan Ijarah? 
Informan : Kalau selama ini belum ada persengketaan. 
Peneliti : Apakah poernah terjadi anggota yang menunggak? Jika ada 
bagaimana cara penyelesaianya? 
Informan : Pernah mas, ya solusinya kita cuma sekedar mengingatkan 
saja kalau angsuran tiap bulannya sudah telat. 
Peneliti : Jika terjadi telat masa pembayarannya oleh anggota 
bagaimana kebijakan tentang waktu? Bagaimana jika jatuh 
tempo pada hari libur? 
Informan : Kalo dari BMT memberikan tenggang selama 3 hari 
Peneliti : Bagaimana jika nasabah meninggal? Apakah kewajiban 
pelunasan dialihkan ke ahli waris atau pihak lainsebagai 
penjamin? 
Informan : Kalau nasabah meninggal hutang tersebut dianggap lunas 
mas, karena BMT Tumang kerjasama dengan asuransi. 
Peneliti : Siapakah yang bertanggung jawabatas biaya perbaikan 
objek Ijarah? 
Informan : Yang bertanggung jawab menanggung biaya perbaikan ya 
anggota sendiri mas tapi yang sifatnya ringan. 
Peneliti : Apakah ada jaminan tertentu untuk menghindari resiko? 
Informan : Ada mas jaminanya, contohnya  BPKB Motor/Mobil atau 
juga bisa Sertifikat tanah, tergantung nominal sewanya, 
apabila sewaktu-waktu pihak nasabah tidak dapat 
menyelesaikan kewajibanya kepada pihak BMT Tumang, 
maka BMT akan menarik atau menjual jaminan tersebut 
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guna untuk menutup kekurangan hutang nasabah, tetapi 
apabila dalam menjual barang tersebut nomila lebih tinggi 
dari pada hutangnya, pihak BMT akan mengembalikan sisa 
penjualan tersebut kepada nasabah. 
Peneliti : Bagaimana penentuan ujrah /upah dalam pembiayaan 
multijasa tersebut? 
Informan : Penentuan ujrah atau keuntungan di BMT Tumang 
dilakukan secara antara pihak BMT dengan nasabah, dan 
angsuran disepakati pada awal akan tidak akan berubah 
meskipun terjadi fluktuasi suku bunga dipasar. 
Peneliti : Bagaimana perhitungan ujrah dalam pembiayaan Ijarah 
Multijasa? 
Informan : BMT Tumang Cabang Kartasura menggunakan perhitungan 
dengan presentase, presentase tersebut hanya untuk acuan 
saja dan untuk mempermudah dalam perhitungan, bukan 
bentuk bunga seperti di bank konvensional yang bisa naik 
turun, pihak BMT Tumang  Cabang Kartasura pun 
menyatakan besarnya ujrah kepada nasabah tetap 
menggunakan nominal bukan menggunakan presentase. 
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Lampiran 3 
Dokumentasi 
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Lampiran 4 
 
Bukti perjanjian akad pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Tumang cabang 
Kartasura 
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Lampiran 5 
Surat Perjanjian Sewa menyewa antara Pihak 1 dan Pihak 2 
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Lampiran 6 
Kwitansi Pembayaran dari Pihak BMT ke pemilik (mu'jir) 
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Lampiran 7 
Formulir pengajuan Pembiayaan 
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Lampiran 8 
Slip Pembayaran 
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Lampiran 9 
Bukti jaminan untuk nasabah kepada BMT Tumang 
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Lampiran 10 
PSAK 107 
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Lampiran 11 
Fatwa DSN MUI 
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